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PENETAPAN 

Nomor 4121/Pdt.G/2023/PA.Jr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

      Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam 

perkara gugat cerai antara : 

PENGGUGAT, NIK. 3509166008990001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Karyawan Catering, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

TERGUGAT, NIK. 3510170103980003, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Banyuwangi, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat  dimuka sidang;  

DUDUK PERKARA 

      Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 

2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 

4121/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai 

berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2021, 

yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan 

Jenggawah, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 

0537/028/X/2021 tanggal 01 Nopember 2021 dengan status Penggugat 

Perawan  sedang Tergugat Jejaka; 
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2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami istri selama 2 bulan telah berhubungan layaknya suami istri 

(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua 

Penggugat di Kabupaten Jember belum memiliki anak ; 

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan 

baik, akan tetapi sejak Januari 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat 

karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya 

sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Selain itu, 

Tergugat sering melakukan perbuatan yang dilarang hukum yakni Tergugat 

berjudi sejak tahun 2022. Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yakni dengan cara dipukul bahkan ditendang.; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut 

makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak April 2023 dan sekarang 

berada dirumah Kabupaten Banyuwangi; 

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang 

hingga sekarang sudah 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak 

ada hubungan lagi layaknya suami istri; 

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat 

mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; 

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga 

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak 

sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat 

mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara 

ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
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Primair : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ; 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; 

Subsidair : 

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam 

persidangan; 

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mencabut gugatan 

Penggugat karena alamat Tergugat tidak jelas, dan atas nasehat Ketua Majelis 

tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatannya tersebut 

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan untuk 

ringkasnya penetapan ini menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian 

dari penetapan ini.  

TENTANG HUKUM 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, 

walaupun telah dipanggil dengan patut; 

Menimbang, kemudian  Mejelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat dan atas perdamaian tersebut Penggugat menyatakan 

ingin rukun lagi dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mancabut 

perkaranya, karena alamat Tergugat tidak jelas; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut 

dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan 

Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat  dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 
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perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

harus dibebankan kepada   Penggugat ; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dicabut: 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam Register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 580000.- (lima ratus delapan puluh ribu  rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi oleh kami Drs. Moh. Khosidi, 

S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi 

bertepatan pada tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, 

S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat;  

 

 Ketua Majelis,  

 

 

 
 

ttd 

 

   

Drs. Moh. Khosidi, S.H. 
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Hakim Anggota,  Hakim Anggota, 

 

 ttd 

  

ttd 

   

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.  Dra. Istiani Farda 

   

 Panitera Pengganti,  

  

 ttd 

 

   

Abdul Qodir, S.HI. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran : Rp   30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp    400.000,00 

4. Biaya PNBP : Rp      30.000,00 

5. Redaksi : Rp   10.000,00 

6. Materai : Rp   10.000,00 

Jumlah Rp    580.000,00  

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 

 

 

 
Untuk salinan yang sama bunyinya, 

Oleh, 
Pengadilan Agama Jember 

Panitera 
 
 
 
 

Drs. H, SUBANDI, S.H., M.H. 
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